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RINGKASAN
Oleh: Ismanto

Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas
Lambung Mangkurat

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya fungsi dan kewenangan
intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem penegakan hukum, yang
ditandai dengan ketidakjelasan pengaturan normatif, lemahnya integrasi
kelembagaan, serta belum maksimalnya peran dalam deteksi dini dan pencegahan
kejahatan. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum cenderung bersifat
reaktif dan belum berbasis analisis intelijen secara sistematis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat fungsi dan kewenangan intelijen
Kejaksaan, mengkaji implikasi yuridis atas kelemahan yang ada, serta merumuskan
reformulasi fungsi dan kewenangan intelijen Kejaksaan dalam mendukung
penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum,
khususnya dengan sistem hukum Prancis dan Belanda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intelijen Kejaksaan memiliki karakteristik
sebagai intelijen yustisial yang berorientasi pada penegakan hukum dan berbeda
dengan intelijen lembaga lain yang berfokus pada keamanan negara atau ketertiban
umum. Namun demikian, kelemahan pengaturan fungsi dan kewenangan intelijen
Kejaksaan menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidakpastian hukum, potensi
tumpang tindih kewenangan, serta belum optimalnya pemanfaatan intelijen dalam
proses penegakan hukum.

Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan reformulasi fungsi dan kewenangan
intelijen Kejaksaan melalui penguatan konsep intelijen yustisial yang terintegrasi,
penerapan pendekatan intelligence-led law enforcement, serta pembentukan regulasi
operasional dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung. Selain itu, penelitian ini
merumuskan  Model Intelijen  Yustisial Kejaksaan Terintegrasi yang
mengintegrasikan intelijen dalam deteksi dini, pencegahan kejahatan, dan proses
penegakan hukum secara sistematis. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis
melalui pengembangan konsep intelijen yustisial serta kontribusi praktis berupa
model operasional dan rancangan regulasi yang dapat diimplementasikan dalam
sistem penegakan hukum di Indonesia.
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SUMMARY
By: Ismanto

Doctoral Program in Law Study Program, Faculty of Law, Lambung
Mangkurat University

This research is motivated by the suboptimal function and authority of the
Prosecutorial Intelligence of the Republic of Indonesia within the law enforcement
system. This condition is reflected in the lack of clear normative regulation, weak
institutional integration, and the limited role of intelligence in early detection and
crime prevention. As a result, law enforcement tends to be reactive and not fully
based on systematic intelligence analysis.

This study aims to analyze the nature of the function and authority of prosecutorial
intelligence, examine the juridical implications of its weaknesses, and formulate a
reformulation of its role in supporting law enforcement. The research employs a
normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches,
particularly by examining the legal systems of France and the Netherlands.

The findings reveal that prosecutorial intelligence has a distinctive characteristic
as judicial intelligence, which is oriented toward law enforcement and differs from
intelligence functions in other institutions that focus on national security or public
order. However, weaknesses in its regulatory framework lead to juridical
implications such as legal uncertainty, potential overlapping of authority, and the
ineffective use of intelligence in the law enforcement process.

As a solution, this research proposes a reformulation of prosecutorial intelligence
functions and authority through the strengthening of judicial intelligence concepts,
the application of an intelligence-led law enforcement approach, and the
establishment of operational regulations in the form of a Prosecutor General
Regulation. Furthermore, this study introduces the Integrated Judicial Intelligence
Model of the Prosecutor’s Office, which systematically integrates intelligence into
early detection, crime prevention, and law enforcement processes. This research
contributes theoretically through the development of the judicial intelligence
concept and practically through an operational model and regulatory framework
that can be implemented within Indonesia s law enforcement system.
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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya fungsi dan kewenangan
intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem penegakan hukum, yang
disebabkan oleh Kketidakjelasan pengaturan normatif, keterbatasan integrasi
kelembagaan, serta lemahnya peran dalam deteksi dini dan pencegahan kejahatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat fungsi dan kewenangan intelijen
Kejaksaan, mengkaji implikasi yuridis atas kelemahan yang ada, serta merumuskan
model reformulasi yang efektif dalam mendukung penegakan hukum. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, khususnya dengan sistem hukum
Prancis dan Belanda. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intelijen Kejaksaan memiliki karakteristik
sebagai intelijen yustisial yang berorientasi pada penegakan hukum, berbeda dengan
intelijen pada lembaga lain yang berfokus pada keamanan negara atau ketertiban
umum. Namun demikian, kelemahan pengaturan fungsi dan kewenangan intelijen
Kejaksaan menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidakpastian hukum, potensi
tumpang tindih kewenangan, serta tidak optimalnya pemanfaatan intelijen dalam
proses penegakan hukum.

Penelitian ini menawarkan reformulasi fungsi dan kewenangan intelijen Kejaksaan
melalui penguatan konsep intelijen yustisial yang terintegrasi dalam sistem
penegakan hukum, didukung oleh mekanisme operasional berbasis intelligence-led
law enforcement serta pembentukan regulasi teknis dalam bentuk Peraturan Jaksa
Agung. Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan Model Intelijen Yustisial
Kejaksaan Terintegrasi yang mengintegrasikan fungsi intelijen dalam deteksi dini,
pencegahan kejahatan, dan proses penegakan hukum secara sistematis.

Kata kunci: intelijen kejaksaan, intelijen yustisial, penegakan hukum,
reformulasi hukum, deteksi dini.



ABSTRACT

This research is motivated by the suboptimal function and authority of the
Prosecutorial Intelligence of the Republic of Indonesia within the law enforcement
system, which is caused by the lack of clear normative regulation, limited
institutional integration, and weak roles in early detection and crime prevention.
This study aims to analyze the nature of the function and authority of prosecutorial
intelligence, examine the juridical implications of its weaknesses, and formulate an
effective model for strengthening its role in supporting law enforcement.

This research employs a normative legal research method using statutory,
conceptual, and comparative approaches, particularly by examining the legal
systems of France and the Netherlands. The legal materials consist of primary,
secondary, and tertiary sources, which are analyzed using a descriptive-analytical
method.

The findings indicate that prosecutorial intelligence possesses a distinctive
characteristic as judicial intelligence, which is oriented toward law enforcement,
distinguishing it from intelligence functions in other institutions that focus on
national security or public order. However, the weaknesses in regulating its
functions and authority result in juridical implications, including legal uncertainty,
potential overlapping of authority, and the ineffective use of intelligence in the law
enforcement process.

This study proposes a reformulation of prosecutorial intelligence functions and
authority through the strengthening of judicial intelligence concepts integrated
within the law enforcement system, supported by an intelligence-led law
enforcement approach and the establishment of technical regulations in the form of
a Prosecutor General Regulation. The novelty of this research lies in the
development of the Integrated Judicial Intelligence Model of the Prosecutor’s
Office, which systematically integrates intelligence functions into early detection,
crime prevention, and law enforcement processes.

Keywords: prosecutorial intelligence, judicial intelligence, law enforcement,
legal reformulation, early detection.
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